Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Pembangunan komunikas politik antara |lembaga eksekutif dan

legislatif dalam perspektif ketahanan nasional (studi kasus di Kabupaten
Sidoarjo)

Abdul Ghoffar Nafchuka, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=73810& |okasi=|okal

Ketentuan mengena pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adal ah desentralisasi, dimana
daerah diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan daerah, kecuali sggumlah urusan (diplomasi luar
negeri, pertahanan keamanan, moneter, peradilan, agama, dan urusan lainnya) yang tetap dipegang oleh
pemerintah pusat.

Di dalam menjalankan pemerintahan daerah tersebut, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) berperan sangat penting dan menentukan. Kepala Daerah dan DPRD berwenang menentukan
pengaturan pembangunan daerah, melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan strategis
daerah. Oleh karenaitu dapat dipastikan bahwa hubungan yang baik antara pihak eksekutif (Kepala Daerah -
Bupati) dan DPRD (Kabupaten) sangat menentukan kinerja pembangunan daerah.

Hubungan Bupati dengan DPRD Kabupaten diwujudkan dalam komunikasi politik. Dalam penelitian akan
dilakukan penyelidikan komunikasi politik antara Bupati Sidoarjo dengan DPRD Sidoarjo. Secara khusus,
penelitian akan terfokus pada empat hal, yaitu : (1) sikap dan perilaku eksekutif dan legidatif, (2)
perkembangan interaksi eksekutif dengan legidlatif, (3) perubahan struktur (pola-polainteraksi) eksekutif
dengan legidatif, serta (4) deskrips kendala hubungan tersebut.

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung terhadap 100 orang responden yang dianggap
memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadal tentang komunikasi politik antara pihak eksekutif dan
legidlatif di Kabupaten Sidoarjo. Responden terdiri dari 60 orang aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
dan 40 orang anggota DPRD Sidoarjo. Selain itu dilakukan juga pengumpulan data sekunder termasuk
keterangan dari sejumlah tokoh masyarakat, agama dan LSM di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan data yang dikumpul, ditemukan bahwa kedua pihak (eksekutif maupun legidlatif) melakukan
komunikasi politik terhadap publik Sidoarjo. Mengingat bahwa Sidoarjo telah mengarah menjadi daerah
industri, terlihat jelas bagaimana masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan industri menjadi isu sentral
termasuk dalam bidang politik. Tuntutan kenaikan gaji dari kelompok buruh merupakan isu yang popular di
kalangan legidlatif maupun eksekutif.

Hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif sendiri memperlihatkan gejala yang cukup menarik, dimana
masing-masing pihak merasa lebih superior. Sadar atau tidak, kecenderungan ini mengakibatkan adanya
tarik menarik kepentingan antara kedua institusi. Masing-masing insitusi saling mempengaruhi, karena
kebetulan pihak Bupati Sidoarjo berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan di DPRD Kabupaten Sidoarjo
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sendiri, fraksi PKB termasuk fraks yang signifikan. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo pun sebenarnya
berasal dari fraksi PKB.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwainstitus eksekutif maupun legidatif memiliki
kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Pihak eksekutif 1ebih memahami kedudukan mereka
sebagai pelaksana kebijakan, sehingga dengan sendirinya mereka lebih memiliki akses politik, khususnya
terhadap publik. Di sisi lain, pihak legislatif merasa bahwa sesuai dengan kewenangannya, mereka dapat
berada di atas pihak eksekutif. Mengingat bahwa DPRD-lah yang memilih Kepala Daerah, maka dengan
sendirinya Kepala Daerah harus tunduk kepadanya. Dengan cara berfikir seperti ini, DPRD menjadi sangat
kuat ketika berhadapan dengan Kepala Daerah. Hal ini sangat jelas terlihat saat Bupati Sidoarjo
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten
Sidoarjo. Dalam beberapa hal, penilaian terhadap L PJ Bupati tersebut telah dijadikan sebagai alat tawar
menawar kepentingan antara DPRD dengan Bupati.

Kuatnya kedudukan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di satu Sis
bermakna sebagal pemberdayaan perwakilan rakyat. Akan tetapi ternyata tidak adajaminan bahwa
kedudukan DPRD yang kuat akan meningkatkan kinerja pembangunan di daerah. Dalam kasus di Sidoarjo
terlihat bahwa kuatnya DPRD pada akhirnya hanya menguntungkan anggota DPRD itu sendiri, bukan
menguntungkan kepentingan publik.

Ditinjau dari perspektif ketahanan nasional, kedudukan DPRD yang kuat seyogyanya akan sangat positif,
karena dengan demikian DPRD dapat memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa perlu dibayang-bayangi rasa
takut, seperti di-recall. Sebagai lembaga politik yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, DPRD
sebenarnya dapat menjadi lembaga yang efektif untuk menentukan dan mengontrol jalannya pembangunan
daerah. Berlangsungnya pemerintahan daerah yang baik pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan
di daerah, dan dengan sendirinya akan meningkatkan ketahanan nasional di daerah.

Kenyataannya, kewenangan yang kuat pada DPRD ternyata hanya menguntungkan anggota DPRD itu
sendiri. Fakta empirik ini semakin memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa untuk terwujudnya
ketahanan nasional di daerah, kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sebaiknya sgjgjar (bermitra). Dalam
keadaan seperti ini, pihak eksekutif dan legidatif berada pada posisi yang seimbang dalam menentukan
kebijakan pembangunan daerah. Di sisi lain, rekrutmen anggota DPRD perlu disempurnakan sehingga
mereka yang duduk padalembaga legidlatif adalah mereka yang benar-benar memiliki komitmen terhadap
kepentingan rakyat.

<hr><i>Political Communications Development between The Executive and Legislative in Perspective of
National Resilience (Case Study in Sidoarjo District) The rule concerning regional government in Indonesia
arranged in Act Number 22 of 1999. One of the principlesin the running of regional government in
Indonesiais decentralization, where aregion is given an authority to arrange aregional development. A
number of business (overseas diplomacy, security defense, monetary, jurisdiction, religion, and other
business) remainsto be held by central government.

In running of the regiona government, governor / district head and regional legislative assembly (DPRD)



play an important role. The Governor / district head and the regional parliament determine the arrangement
of the regional development through the stipulating of the regional regulation (Perda) and the regional
strategic policy. Therefore, a good relationship between the executive (Governor - District Head) and the
district parliament (DPRD Kabupaten) determines the performance of the regional / district development.

The district head and district parliament relationship presented in political communications. Therein the
research will be conducted an investigation of political communications between the district head and
district parliament. Peculiarly, it will be focused on the following (1) attitude and behavior of executive and
legidative, (2) interaction development between executive and legislative, (3) structure change (interaction
patterns) of executive and legislative, and (4) the description of the relationship constraint.

The research done by conducting adirect interview to 100 people assumed own the adequate understanding
and knowledge about political communications between executive and legislative in the district of Sidoarjo.
The interviewed consisted of 60 governmental the district people apparatus and 40 people as the members of
Sidoarjo parliament. Additionally, there also conducted the collecting of secondary dataincludes a number
of elitefigure, religion, and self-supporting institute of society of the Sidoarjo district.

Pursuant to gathered data, found that both sides (executive and legislative) conducting political
communications to the public of Sidoarjo. Considering that Sidoarjo has instructed to become the industrial
area, standout how related problem with the industrial activity become the central issue included in political
area. Increase salary demands from labor group represent the popular issue among legislative and also
executive.

Relation between executive and legidative itself show the interesting symptom where each side feels
superior. Conscious or not, this tendency result the existence of drawing to draw the importance between
both sides. Each side influencing each other, since district head side come from National Awakening Party
(PKB), and in Sidoarjo district parliament itself, faction PKB is a significant faction. The Chairman of
Sidoarjo district parliament is in fact come from faction PKB.

The research's result also shows that executive institution and also legislative owns the tendency to agree
them selves. The executive side is more comprehending to domicile them as policy executor, so that by itself
they more owning to access the politics, especially to public. On the other side, legidative party feelsthat in
accordance to its authority, they can reside in for executive party. Considering that the district parliament
choosing Regional Leader, hence by itself Regional Leader have to bow to it. By way of thinking like this,
the parliament becomes very strong when dealing with Regional Leader. This matter is very clear seen by
moment of Sidoarjo district submit the Annual Responsibility Report before Plenary Conference of the
District Parliament. In some cases, assessments to the Responsibility Report have been made as a means of
drive a bargain the importance between the parliament and the district head.

Its strong position of the parliament as arranged in Act Number 22 of 1999 in one side has a meaning of as
empowerment of people delegation. However in the reality there is no guarantee that such strong parliament
position will improve the development performance in the region. In case of Sidoarjo district seen that the



strong parliament in the end only profit the member of the parliament itself not for the profit of public
importance.

Evaluated from national resilience perspective, the strong parliament position should be very positive
because thereby the parliament is able to fight for the people aspiration without shadow need have cold feet,
like be recalled. Asthe political institute which distributing the people aspiration, the parliament in fact
could become the effective institute to determine and control the district development. Taking place of it
good regional government in turn will improve development in the region, and by itself will improve the
national resilience in the area.

In redlity, the parliament strong authority isin fact only profits the member of the parliament itself. These
empirical facts progressively strengthen the opinion expressing that to existing of national resiliencein the
region, the parliament position and regional leader should be equal in position (partnership). Under the
circumstances, .the executive and legidlative sides are at the well-balanced position in determining policy of
regiona development. On the other side, recruitment of the parliament members need to be completed so
that those who sit at legidative institute are those who really owning the commitment to people
importance.</i>



